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PERATURAN BUPATI BURU SELATAN 

NOMOR : 55 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
.  ·  

KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017 

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN 

TAHUN 2016 
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Menimbang 

BUPATI BURU SELATAN 
PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN 
NOMOR : 55 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BURU SELATAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati Buru Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 

2017; 
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Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran PEndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Buru Selatan Tahun Anggaran 2017; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di 
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130); 

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Repbulik Indonesia Nomor 5234); 

10.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R~publik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kli diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 
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14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576); 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indoneisa Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1572); 
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• 
22.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2017; 

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

25.Peraturan Daerah Nomor . . . .  Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2017. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017 . 

Pasal 1 

Rp. 661.033.153.000,00 

Rp. 13.320.405.000,00 
Rp. 577.640.057.000,00 
Rp. 70.072.691.000,00 

V 

Jumlah Pendapatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri dari: 

1. Pendapatan : 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang 
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2. Belanja: 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Subsidi 

3) Belanja Hibah 

4) Belanja Bantuan Sosial 

5) Belanja Bantuan Keuangan 

6) Belanja Tidak Terduga 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang dan Jasa 

3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja 

Surplus/ (Defisit) 

Rp. 146.923.450.000,00 

Rp. 3.504.480.000,00 

Rp. 34.392.500.000,00 

Rp. 4.295.120.000,00 

Rp. 108.982.581.000,00 

Rp. 5.000.000.000,00 

Rp. 17.298.173.250,00 

Rp. 176.943.442.001,00 

Rp. 197.755.211.949,00 

Rp. 303.098.131.600,00 

Rp. 391.996.827.200,00 

Rp. 695.094.958.800,00 

(Rp. 34.061.805.800,00) 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 

SiLPA Tahun Berkenaan 

vi 

Rp. 

Rp. 

39.061.805.800,00 

5.000.000.000,00 

RD. 34.061805.800,00 

Rp. 0,00 
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Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tencantum dalam Lampiran 1 Peraturan 
Bupatiini. 

Pasal 3 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 2 Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati Buru Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

vii 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Namrole 
pada tanggal 31 Desember 2016 

BUPATI BURU SELATAN, 

TAGOP SUDARSONO SOULISA 

NIP. 19761115 199511 1 001 

' 
· : Diundangkan di Namrole 

• Pada tanggal 31 Desember 2016 

SEKRETARIS DAERAH, 

0 

0

!," SYI._OEL/c K PAWA 
BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 55 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALAAAGIAN HUKUM 
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